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BAB II 
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI MALAWI DAN 
GAMBARAN UMUM UN WOMEN 
Seperti yang kita ketahui, perempuan di beberpa belahan dunia kerap kali 
mendapatkan perlakuan diskriminasi. Perempuan kerap kali menjadi korban 
kebudayaan konservatif yang kemudian menyebabkan ruang gerak mereka semakin 
terbatas. Salah satu contoh isu budaya konservatif yang cenderung mengorbankan 
perempuan adalah seperti yang terjadi di Malawi. Di Malawi, banyak ditemui kaum 
perempuan yang terpaksa tidak mengenyam pendidikan dan memilih untuk 
menikah dini agar semakin cepat mengurangi bebab hidup keluarga. Perempuan 
dianggap sebagai gender yang tidak berpotensi untuk membantu keluarganya secara 
materil, sehingga mereka kerap kali memilih untuk menikah muda, bahkan di 
beberapa kasus, banyak perempuan-perempuan di bawah umur yang terjerumus ke 
dalam kasus women trafficking. Budaya lain yang masih sering kali ditemui di 
Malawi adalah tradisi sexual cleansing yang dalam prakteknya perempuan 
dijadikan sebagai objek seksualitas yang dipercaya dapat membersihkan 
perempuan tersebut dari pengaruh buruk dari roh-roh jahat.  
Praktek kebudayaan di Malawi yang tentunya sangat bertentangan dengan 
budaya sosial modern, dengan demikian diperlukan sebuah upaya guna 
mengentaskan praktek ini. Hal inilah yang kemudian menstimulasi UN Women 
untuk bergerak dan berkontribusi dalam mengentaskan isu-isu kekerasan gender 
terhadap perempuan yang berujung terhadap praktek pernikahan dini, women 
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trafficking, sexual cleansing dan lain sebagainya. Hal inilah yang kemudian akan 
penulis bahas pada bab dua ini. Seblum penulis membahas berbagai isu kekerasan 
gender terhadap kaum perempuan yang kerap kali terjadi Malawi, penulis akan 
terlebih dahulu membahas seputar sejarah perkembangan UN Women sebagai aktor 
yang mempunyai peranan penting dalam kasus kekerasan gender terhadap 
perempuan di Malawi. 
 
2.1 Sejarah Perkembangan UN Women 
UN Women merupakan salah satu intergovernmental organizations yang 
merupakan sub organisasi PBB. Organisasi ini didirikan pada bulan juli tahun 2010. 
Tugas utama organisasi UN women adalah mempromesikan kesetaraan gender di 
seluruh penjuru dunia terutama di negara-negara dengan budaya patriarki dan 
kekerasan gender yang begitu tinggi. Organisasi ini bergerak untuk pemenuhan 
hak-hak kaum perempuan dan pengentasan kekerasan terhadap perempuan dengan 
cara mengimpementasikan program-program pemberdayaan perempuan, 
pendidikan dan program-program lainnya di seluruh negara-negara anggota PBB.33 
Dalam sudut pandang UN Women, kekerasan terhadap khususnya kaum 
perempuan pada dasarnya merupakan bagian dari kebudayaan yang terkadang 
masih sering kali terjadi pada era modern, oleh karena itu, UN Women bergerak 
membawa misi Resolusi PBB no 48/104, 20 Desember 1993 tentang deklarasi 
penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang menyatakan bahwa setiap 
                                                          
33 UNAIDS, Un Women United Nations Entity For Gender Equality And The Empowerment Of 
Women, UNAIDS, 2015, h. 2 
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tindakan kekerasan berbasis gender yang menghasilkan, atau mungkin 
mengakibatkan kerugian fiisik, seksual atau kerugian psikologis atau penderitaan 
perempuan, termasuk perampasan hak-hak mendasar bagi kaum perempuan, baik 
yang terjadi di ruang publik maupun tidak, adalah sebuah tidakan yang dapat 
digolangkan terhadap tindakan pelanggaran hak bagi kaum perempuan.34 
Pada prinsipnya, UN Women dibentuk oleh Resolusi Majelis 
Umum nomor 64/289, dan mulai dioperasionalisasikan semenjak Januari 2011. UN 
Women kemudian resmi menggantikan entitas sebelumnya yaitu UNIFEM.35 
UNIFEM adalah organisasi yang mendahului UN Women yang didirikan pada  
1975. UNIFEM  hanya sebatas memberikan bantuan finansial dan teknis untuk 
program dan strategi inovatif yang mempromosikan hak asasi manusia perempuan, 
partisipasi politik dan keamanan ekonomi. Karena UNIFEM mempunyai ruang 
lingkup pekerjaan sebagai lembaga pemberian bantuan dana isu-isu hak-hak 
perempuan, maka kemudian organisasi ini digantikan oleh suksesornya yaitu UN 
Women yang mempunyai program kerja yang lebih kompleks terhadap isu-isu 
kekerasan gender kaum perempuan.36 
Secara teknis, UN Women mempunyai tugas yang lebih kompleks dan 
lengkap dibandingkan organisasi terdahulunya atau UNIFEM.  UN Women secara 
teknis diciptakan tidak hanya untuk kesataraan gender, melainkanjuga untuk 
                                                          
34 ILO (International Labour Organization) , Kerentanan Kekerasan Berbasis Gender dan HIV-AID 
pada Pekerja Migran Indonesia, Op.Cit. 
35 UNIFEM adalah akronim dari United Nations Development Fund for Women, salah satu satu 
organisasi yang berada di bawah PBB yang didirikan pada tahun1976. Pada tahun 2010 organisasi 
ini bertransformasi menjadi UN Women yang kemudian mulai bekerja pada 2011. 
36 CIA, World Fact Book, Op.Cit 
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pemberdayaan perempuan. Hal tersebut berbeda dengan UNIFEM yang hanya 
terbatas sebagai funding organization dan pemberdayaan perempuan.37 
 
Tabel 2.1 perbedaan tugas UN Women dan UNIFEM38 
Tugas  UN Women UNIFEM  
Financial Support for women project and gender 
equality 
 
√ 
 
√ 
Memberdayakan perempuan  √ √ 
Mengemban tugas Office of the Special Advisor on 
Gender Issues (OSAGI)  
 
√ 
 
Mengemban tugas  the Division for the 
Advancement of Women (DAW) 
 
√ 
 
Mengemban tugas  International Research and 
Training Institute for the Advancement of Women 
(INSTRAW). 
 
√ 
 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tugas UN Women tidak 
hanya terbatas pada Financial Support for women project and gender equality 
Memberdayakan perempuan layaknya UNIFEM, melainkan juga mempunyai tugas 
lain seperti: mengemban tugas OSAGI sebagai penasehat member state yang 
                                                          
37 UN Women and UNIFEM, diakses dalam: 
https://www.bmz.de/en/ministry/approaches/multilateral_cooperation/players/UnitedNations/UNI
FEM/index.html, 27 Oktober 2017, pukul 20.00 WIB 
38 Ibid. 
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mempunyai indikasi isu-isu kekerasan gender tertentu, mngemban tugas DAW 
sebagai devisi PBB yang menjalankan tugas dalam bidang kemajuan kaum 
perempuan khususnya dalam bidang pendidikan dan ekonomi.  Tugas yang 
terakhitr adalah menjalankan tugas  IINSTRAW sebagai lembaga penelitian PBB 
dalam hal kesetaraan gender. 
UN Women mempunyai 5 tujuan utama dalam setiap  tugas dan 
programnya. Berikut tujuan utama dibentuknya  UN Women:39 
1. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan 
politik. 
2. Mengakhiri kekerasan gender terhadap kaum perempuan. 
3. Melibatkan perempuan dalam proses perdamaian dan keamanan. 
4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pemberdayaan ekonomi 
perempuan. 
5. Mengupayakan kesetaraan gender yang nyata bagi kaum perempuan. 
 
UN Women mendukung negara-negara anggota PBB karena mereka 
menetapkan standar global untuk mencapai kesetaraan gender, dan bekerja dengan 
pemerintah dan masyarakat sipil untuk merancang undang-undang, kebijakan, 
program dan layanan yang diperlukan untuk memastikan bahwa standar tersebut 
diterapkan secara efektif dan benar-benar menguntungkan perempuan dan anak 
perempuan di seluruh dunia. Organisasi ini juga bekerja secara global untuk 
                                                          
39 UN Women, History of UN Women,  diakses dalam: http://www.unwomen.org/en/about-us/about-
un-women, 20 Oktober 2017, pukul 17.00 WIB. 
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mewujudkan Visi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 20130 menjadi kenyataan 
bagi perempuan dan anak perempuan dan berdiri di belakang partisipasi perempuan 
yang setara dalam semua aspek kehidupan.  
Struktur dlam UN Women ini pada dasarnya dilandaskan pada resolusi 
nomor  64/289 tahun 2010 tentang pembaruan program Majelis Umum PBB dalam 
hal program-program internasionalnya. Sebagai salah satu bentuk organiasi sub 
divisi PBB, UN Women masih berada di bawah kontrol General Assembly (Majelis 
Umum PBB) dan  the Economic and Social Council (Dewan Ekonomi dan Soisal), 
sedangkan dalam badang UN Women, membawahi dua divisi, yaitu Commission 
on the Status of Women (Komisi status Perempuan)  dan Executive Broad (Badan 
Eksekutif). Commission on the Status of Women merupakan eksekutor program UN 
Women yang sedangkan Excuutive Broad adalah badan pembuat kebijakan dan 
program UN Women.40  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
40 UN Women, Governance, diakses dalam: http://www.unwomen.org/en/about-us/governance, 8 
April 2018 pukul 17.50 WIB 
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Bagan 2.1 Struktur Organisasi UN Women41 
 
 
Seperti yang telah penulis sebutkan bahwa Executive Board atau Dewan 
Eksekutif UN Women merupakan dewan yang memegang kendali seluaruh 
pertimbangan kebijakan dan program organisasi ini. Dewan ini ditunjuk dari 
representasi negara di berbagai wilayah. Selain sebagai dewan pembuat kebijakan, 
negara-negara anggota dewan eksekutif UN Women juga bertindak sebagai donatur 
utama program UN Women. Anggotanya berisi 41 negara yang diundi secara 
bergantian selama tiga tahun sekali.42 
                                                          
41 Ibid. 
42 UN Women, The UN-Women Executive Board An Informal Guide, UN Women, 2015, h. 3-4 
General Assembly 
the Economic and 
Social Council 
UN Women
Commision on The 
Status Of Women
Executive Board
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Ke 41 negara anggota executive board atau dewan eksekutif UN Women 
diambil dari undian negara-negara di beberapa kawasan berdasarkan kelompoknya, 
seperti kawasan Afrika, Asia, Eropa Barat dan Timur, Amerika Latin dan Karibia. 
Satu lagi anggota group adalah negara kontributor. Pada tahun 2010, UN Women 
pertama kali mengadakan undian anggota dewan eksekutif dan terpilihlah anggota-
anggota negara yang akan menjadi Dewan Eksekutif hingga tahun 2013.43 Negara-
negara tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2. 
 
Tabel 2.2 Negara Anggota Dewan Eksekutif (Executive Broad) UN Women 
2010-201344 
Executive Broad 
Berdasarkan Wilayah 
Negara Anggota 
Afrika  Angola, Cape Verde, 
Kongo, Pantai Gading, 
Republik Demokratik 
Kongo (DRC), Ethiopia, 
Lesotho, Libya, Nigeria 
dan Tanzania 
Asia  Cina, India, Indonesia, 
Kazakhstan, Jepang, 
Malaysia, Pakistan, 
Republik Korea dan 
Timor-Leste 
Eropa Barat dan Timur Estonia, Hongaria, 
Rusia, dan Ukraina, 
Denmark, Prancis, Italia, 
Luksemburg dan Swedia 
Amerika Latin dan 
Karibia 
Argentina, Brasil, 
Republik Dominika, El 
Salvador, Grenada, dan 
Peru 
                                                          
43 UN Women, United Nations Elects Executive Board of New Agency for Women’s 
Empowerment, diakses dalam: http://www.unwomen.org/en/news/stories/2010/11/united-nations-
elects-executive-board-of-new-agency-for-women-s-empowerment, 8 April 2018, pukul 18.00 
WIB. 
44 Ibid. 
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Negara Kontributor  Meksiko, Norwegia, 
Arab Saudi, Spanyol, 
Inggris dan Amerika 
Serikat 
 
Selain mendapatkan donasi dari negara anggota dewan (Executive 
Abroad), UN Women juga mendapatkan donasi dari berbagai macam kalangan, 
mulai dari Perusahaan Multinasional, kaum akademisi dan LSM. Individu-individu 
dari masyarakat internasional di dunia juga dapat mendonasikan pendapatannya 
dengan sukarela, dengan minimum donasi sebesar 50 US dollar.45 
Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa UN Women merupakan 
lembaga sub divisi PBB yang terdiri dari dua divisi utama, yaitu dewan eksekutif 
(Executive Abroad) yang bertindak sebagai embuat kebijakan dan donatur utama, 
dan Commission on the Status of Women yang merupakan eksekutor atau komisi 
yang menjalankan tugas lapangan kebijakan UN Women. Kedua divisi ini saling 
bersinergi guna mencapai tujuan utama UN Women sebagai organisasi 
pemberdayaan perempuan dan pembela hak-hak dasar kaum perempuan di seluruh 
belahan dunia. 
 
2.2 Kondisi Perempuan  Di Malawi 
2.2.1 Akar kekerasan Terhadap Perempuan 
2.2.1.1 Budaya Patriarki 
Budaya patriarki pada dasarnya merupakan budaya yang kerap kali umum 
terjadi di beberapa negara. Secara umum, hal tersebut disebabkan oleh dua faktor, 
                                                          
45 UN Women, Donations, diakses dalam: https://donate.unwomen.org/en, 9 April 2018, pukul 
11.30 WIB. 
 
  
41 
 
yaitu faktor lingukungan  dan faktor agama. Dalam jurnalnya, Pascal Newbourne 
Mwale, seorang akademisi di Malawi menyebutkan bahwa faktor lingkungan 
adalah faktor doktrin yang selama ini menginterpretasikan perempuan sebagai 
gender lemah dan powerless, sedangkan dari sisi agama terutama agama samawi 
(Islam, Kristen dan Yahudi), juga terkesan “menomor duakan” perempuan. Padahal 
dalam konteks agama, hanya ada beberapa hal kaum perempuan yang tidak 
diizinkan berpartisipasi di dalamnya, seperti dalam hal penjadi pemuka agama 
(Imam, Pendeta dan Rabi).46 Hal inilah yang lantas diinterpretasikan secara umum 
oleh masyarakat konservatif, bahwa budaya patriarki merupakan bagian dari akar 
ajaran agama, termasuk dalam bidang politik, padahal pada kenyataannya tidaklah 
demikian. 
Di Malawi, budaya patriarki dapat mudah terlihat dari berbagai macam 
tingkatan mulai dari tingkatan non pemerintahan di kehidupan sehari hari hingga 
tingkatan pemerintahan. Di kehidupan sehari-hari perempuan cenderung dianggap 
sebagai “gender kedua”, misalnya pendidikannya yang tidak diperhatikan, tidak 
mendapatkan hak warisan tanah, dipaksa menikah dini, menjadi korban dalam 
women trafficking dan kasus-kasus lainnya. Dari segi superioritas berdasarkan 
populasi pun kaum laki lakilebih superior, yaitu sekitar 56 persen dari seluruh total 
penduduk. 47 
Budaya patriarki lain yang masih terus di petahankan di Malawi adalah 
posisi perempuan dalam setiap kegiatan dalam rumah tangga. Misalnya, seorang 
                                                          
46 Pascal Newbourne Mwale, Where is the Foundation of African Gender? The Case of Malawi, 
Vol. 11, No. 1, 2002, University of Malawi, h. 125 
47 Human Right Watch, Ending Child Marriage in Malawi: Opening the Door for Girls’ Education, 
Health, and Freedom from Violence, HRW, 2015, h. 3-5 
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istri  tidak boleh makan satu meja dengan suami, karena status mereka diibaratkan 
seorang pelayan. Jika hendak makan bersama, istri harus menyantap makanannya 
di lantai, dan tidak boleh duduk di kursi menikmati makanan yang sama di satu 
meja dengan suaminya. Budaya ini masih dilestarikan hingga saat, terutama di 
Malawi Selatan, dengan mayoritas penduduk yang begitu konservatif.48 
Praktek ptriarki juga tak jarang terlihat di beberapa upacara tertentu, 
seperti pada upacara pernikahan dan perayaan lainnya di Malawi Selatan. Dalam 
upacara pernikahan, mempelai perempuan diharuskan menyejikan makanan dengan 
berlutut pada mempelai pria dan pada orang tuanya. Mempelai perempuan juga 
tidak diizinkan menyantap hidangan pernikahan dalam satu meja dengan keluarga 
mempelai pria dan sang suami. Mereka tetap harus menyantap hidangan pernikahan 
di lantai tanpa kursi dan meja di hadapan para tamu dan keluarga mempelai pria.49 
Setelah berkeluarga, para perempuan tidak diizinkan melimpahkan 
pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga pada suaminya. Perempuan 
terkadang diharusan menyeesaikan dua tugas sekaligus, seperti bekerja di ladang 
menggantikan suaminya dan mengurus rumah tangga. Di Malawi, merupakan hal 
yang umum melihat pasangan suami istri di jalan dengan kondisi sang istri 
menggendong anak dan membawa hasil kebun, air atau barang bawaan lainnya 
sekaligus dalam jarak tepuh berkilo-kilo meter, sedangkan suaminya tidak 
membawa beban apapun.50 
                                                          
48 Every Culture: Malawi, diakses dalam: http://www.everyculture.com/Ja-Ma/Malawi.html, 20 Mei 
2018, pukul 18.30 WIB. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
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Ironi praktek patriarki di Malawi, terutama di Malawi Selatan yang penulis 
sebutkan di atas pada dasarnya merupakan relita budaya yang masih dipertahankan 
karena memandang etika tradisional yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan 
peradaban modern. Realita inilah yang pada akhirnya menjadi akar budaya patriarki 
yang akan menstimuliasi superioritas kaum laki-laki atas perempuan dan 
mempunyai tendensi pada tercinpatanya kasus kekerasan terhadap perempuan.  
 
2.2.1.2 Budaya Politik 
Budaya patriarki di Malawi, tidak hanya terjadi dalam praktek kehidupan 
sehari hari masyaraat konservatif, melainkan juga telah menjadi budaya politik. 
Dalam budaya politik pemerintahan di Malawi, superioritas laki-laki juga menjadi 
hal yang dapat ditemui dengan mudah. Kondisi ini sejatinya merupakan dampak 
dari kebudayaan konservatif yang pada akhirnya berdampak pada budaya politik 
pada pemerintahan Malawi.  
Menurut Mwakasungula, dalam sejarah peradaban Malawi, stigma 
perempuan sebagai kaum buta huruf, kaum pelayan dan kaum yang bergelut dengan 
pekerjaan rumah tangga telah terkontruksi dengan baik, oleh sebab itu begitu sulit 
bagi perempuan untuk memberikan kontribusi konkret dalam pemerintahan 
Malawi. Dunia politik telah dianggap sebagai dunia plecuran bagi kaum 
perempuan. Persepsiini  disebabkan oleh sejarah rezim presiden pertama Malawi 
yaitu, Hastings Kumuzu Banda. Pada rezimnya, perempuan dalam dunia politik 
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kerap kali dijadikan perempuan penghibur, penari, penyanyi dan teman minum bagi 
pejabat pemerintahan.51 
Realita sejarah pelakuan pejabat publik pemerintahn Malawi terhadap 
perempuan pada kahirnya ikut berkontribusi dalam membatasi perempuan 
bergabung dalam dunia politik pada. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1994 pada 
saat pemilu multi partai pertama kali diadakan di Malawi, perempuan mulai 
memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, namun 
sayangnya anggotanya masih minim, yaitu sekitar 5,65 persen anggota parlemen 
perempuan, atau sekitar 10 orang dari 177 kursi parlemen. Itu artinya, 167 adalah 
kursi milik kaum laki-laki.52 
Eksistensi kaum perempuan pada era multipartai diharapkan dapat terus 
meningkat kenggotaannya di parlemen. Harapan itu pun dapat sedikit terkabul, 
karena pada tahun 2004, keanggotaan perempuan bertambah menjadi 8,8 persen.53 
Namun sayangnya angka ini masih jauh jika dibandingkan dengan keanggotaan 
perempuan di negara-negara lain yang berdekatan dengan Malawi, seperti Rwanda, 
Mozambique dan Afrika Selatan (Lihat Tabel 2.2). 
Tabel 2.3 Perbandingan Keanggotaan Perempuan di Perlemen Malawi, 
Rwanda, Mozambique, dan Afrika Selatan 2004-200954 
 
Negara 
Persentase Anggota Parlemen 
Perempuan 
                                                          
51 Dalam: Rebecca Tiessen, An Examination Of Women In Politics In Malawi, Royal Military 
College, Canada, 2008, h. 201 
52 Ibid., h. 199 
53 Ibid. 
54 Ibid., h. 199-200 
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Malawi  8,8 
Rwanda 48,8 
Mozambique  34,8 
Afrika Selatan 33,3 
 
Berdasarkan data tabel di atas, perbandingan anggota parlemen perempuan 
antara Malawi dan negara-negara tetangganya terpaut cukup jauh. Ketika 
keanggotaan perempuan Malawi hanya beranggotakan 8,8 persen, negara-negara 
tetangga Malawi seperti Rwanda, Mozambique, dan Afrika Selatan telah melewati 
angka 30 persen. Minimnya kontgribusi perempuan di Parlemen otomatis akan 
berpengaruh terhadap suara para perempuan dan keadaan budaya patriarki yang 
berkepanjangan. 
Pada periode pemilihan 2009-2014 keanggotaan perempuan di Malawi 
bertambah menjadi 22,3 persen. Angka ini merupakan angka keanggotaan 
perempuan terbesar sepanjang sejarah pemilihan umum di Malawi, terpaut cukup 
banyak dengan persentase keanggotaan pada periode-periode sebelumnya. Banyak 
pengamat politik Malawi yang mengapresiasi hasil pemilihan umum pada periode 
2009-2014 ini.55 
                                                          
55 Inge Amundsen And Happy Kayuni, Women in Politics in Malawi, Chr. Michelsen Institute 
(CMI), Bergen, Norway, 2016, h. 4 
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Diagram 2.1 Perbandingan Keanggotaan Perempuan pada Parlemen Malawi 
Sejak Era Multipartai 1994-200956 
 
 
Diagram di atas, menunjukkan peningkatan pada persentase eanggotaan 
perempuan pada parlemen Malawi sejak 1994 hingga 2009. Peningkatan pada tahun 
2009 merupakan peningkatan yang paling tinggi, namun sayangnya meski anggota 
parlemen perempuan meningkat, posisi-posisi dewan komite parlemen yang 
seharusnya diisi oleh anggota perempuan, tetap diberikan terhadap anggota laki-
laki, misalnya seperti komite Women and Children Affairs dan beberapa komite lain 
yang masih dikosongkan untuk anggota perempuan (lihat tabel 2.3 Komite 
Parlemen Malawi dengan representasi perempuan). 
 
                                                          
56 Ibid., h. 14. 
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Tabel 2.4 Komite Parlemen Malawi dengan Representasi Perempuan Periode 
2009-201457 
 
Komite  
Jumlah Keanggotaan 
representasi Perempuan 
Agriculture (Livestock, Natural Resources) 3 
Budget and Finance 4 
Commerce, Industry and Tourism 3 
Defence and Security 5 
Education, Science and Technology/HR 7 
Health and Population 5 
HIV/AIDS (and Nutrition) 4 
International Relations 5 
Legal Affairs 4 
(Mass) Media and Communication 1 
Public Accounts (PAC) 2 
Public Appointments and Decl. of Assets 4 
Social and Community Affairs 6 
Women and Children Affairs Kosong 
Public Works and Supplies/Transport 2 
Subsidiary Legislation Kosong 
Environmental Affairs Kosong 
Public Asset Declaration Kosong 
                                                          
57 Ibid., h. 18 
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Total Women Members 55 Orang  
 
Berdasarkan data tabel 2.4 dapat dilihat meski keanggotaan representasi 
perempuan meningkat pada pemilu 2009, ada beberapa komite penting yang masih 
dikosongkan dari anggota parlemen perempuan. Komite-Komite yang dikosongkan 
dari anggota parlemen perempuan adalah Women and Children Affairs, Subsidiary 
Legislation, Environmental Affairs, Public Asset Declaration.  
Berbicara seputar Women and Children Affairs, komite menurut penulis 
harus mempunyai representasi anggota parlemen perempuan di dalamnya, 
mengingat komite ini bertugas untuk mengurus segala permasalahan yang berkaitan 
dengan perempuan, seperti kesehatan ibu dan anak, hak-hak perempuan, dan lain 
sebagainya. Perempuan tetap dinilai memiliki sensitivitas yang lebih tinggi 
daripada pria jika merujuk pada isu-isu yang berhubungan dengan perempuan dan 
anak. 
Setelah penulis mendeskripsikan isu seputar budaya politik di Malawi, 
dapat dilihat keanggotaan perempuan  di Parlemen Malawi terbilang begitu minim, 
apalagi jika dibandingkan dengan negara tetangga di sekitarnya yang notabene 
lebih maju. Dengan minimnya representasi perempuan dan kosongnya beberapa 
komite dari repreesntasi perempuanpada akhirnya akan semakin memperkuat 
budaya patriarki di Malawi dan mereduksi suara-suara perempuan dalam membela 
hak-hak mereka di negara tersebut. 
Ada beberapa alasan mengapa partisipasi perempuan masih terbilang 
minim di parlemen Malawi. Berikut alasan-alasannya: 
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1. Alasan Sosial 
Menurut Ferguson dan Katundu, para suami di Malawi bagitu banyak 
yang masih melarang Istrinya bekerja di sektor formal, terutama di 
dunia politik. Mereka khawatir istri-istri mereka nantinya akan 
mempunyai hubungan gelap dengan pria lain dan melupakan 
kewajiban rumah tangganya. Para suami juga khawatir mereka akan 
kehilangan superioritas dalam keuarga ketika istrinya masuk dalam 
dunia politik, pun mereka khawatir istri-istrinya akan menceraikan 
mereka ketika istri mereka telah mendapatkan kehidupan yang lebih 
layak melalui dunia politik.58 
2. Alasan Sejarah. Dalam hal alasan sejarah ini, penulis bagi lagi menjadi 
dua bagian: 
a. Di Malawi, dunia politik telah dianggap sebagai dunia plecuran bagi 
kaum perempuan. Anggapan ini disebabkan oleh sejarah rezim presiden 
pertama Malawi yaitu, Hastings Kumuzu Banda. Pada rezimnya, 
perempuan dalam dunia politik kerap kali dijadikan perempuan 
penghibur, penari, penyanyi dan teman minum bagi pejabat 
pemerintahan. Image buruk kaum perempuan yang telah ada sejak 
sejarah awal kemerdekaan Malawi inilah yang kemudian masih 
tersimpan di memori penduduk Malawi, sehingga mereka 
                                                          
58 Rebecca Tiessen, An Examination Of Women In Politics In Malawi, Royal Military College, 
Canada, 2008, h. 199 
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mengkhawatirkan anggota keluar perempuannya untuk terjun di dunia 
politik.59 
b. Berikutnya adalah karena Malawi tidak mempunyai kebijakan spesifik 
yang mengatur persmaan hak antara laki-laki dan perempuan. 
Kebijakan ini baru disahkan pada pasca era multi partai yaitu 1994. 
Karena tidak adanya kebijakan yang mengatur, sejak era 
kemerdekaannya 1964 membuat para perempuan kian tidak terpenuhi 
hak-haknya terutama dalam hal pendidikan, sehingga pada era tersebut 
begitu banyak perempuan buta huruf.  Itulah sebabnya hingga saa ada 
persepsi “Women in Malawi have been considered subservient, 
illiterate and ‘fit only for the kitchen”60 
 
2.2.1.3 Kemiskinan 
Ketika berbicara seputar isu kemiskinan dan kelaparan, negra-negara di 
kawasan Afrika begitu sering kita sebut. Hal ini karena di kawasan Afrika masih 
terdapat beberapa negara yang penduduknya masih hidup di bawah standarisasi 
hidup sejahtera di dunia. Menurut laporan UNICEF, Malawi merupakan negara 
yang masih dikategorikan sebagai negara miskin di dunia yang peringkatnya berda 
di tingkatan yang memprihatinkan. Parameter kemiskinan negara ini didasarkan 
pada pada pendapatan penduduknya yang berada di bawah rata-rata penduduk 
                                                          
59 Dalam: Ibid., h. 201 
60 Ibid., h. 202 
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sejahtera, yaitu dibawah ¼ dolar perhari.61  Angka ini merupakan salah satu angka 
pengasilan yang paling sedikit di dunia. 
Berdasarkan data Human Development Index 2016, kualitas Sumber Daya 
Manusia di Malawi begitu buruk. Inilah yang kemudian menyebabkan mereka 
kurang produktif dalam menghasilkan uang. Kualitas sumber daya manusia di 
Malawi pada tahun 2016 berada di urutan 173 dari 182 negara.62 Peringkat ini 
merupakan peringkat yang bagitu memprihatinkan, mengingat negara-negara 
Afrika lainnya yang berdekatan dengan Malawi tidak ada yang menempati posisi 
di atas peringkat 150.  
GDP negara ini juga terbilang cukup rendah, yaitu hanya sekitar 6,373 
miliar dolar pada tahun 2015.63 Dari sekitar 15,9 juta penduduk Malawi tahun 2016, 
12 juta diantaranya hidup dalam garis kemiskinan berrdasarkan standarisasi 
kesejahteraan PBB. Berdasarkan data tersebut dapat dibayangkan, jumlah 
penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Malawi mencapai angka 76 persen dari 
seluruh populasi keseluruhan.64 
Sebagian besar orang Malawi bekerja di bidang pertanian, dan sulit bagi 
mereka untuk menghasilkan panen yang cukup untuk mempertahankan pendapatan 
di atas garis kemiskinan internasional. Kondisi ini kemudian menstimulasi pada 
kasus-kasus lain, sepert kekerasan pada perempuan, misalanya tidak memenuhi hak 
                                                          
61 UNICEF, The Situation of Women and Children, diakes dalam: 
https://www.unicef.org/malawi/children.html, 17 Februari 2018, pukul 20 55 WIB 
62Data  Human Development Index, UNDP 2016 
63 Data World Bank 2015.  
64 The Borgen Project, 10 Fact About Poverty in Malawi, diakses dalam: 
https://borgenproject.org/10-facts-about-poverty-in-malawi/, 17 Mei 2018, pukul 22.00 WIB 
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anak guna bersekolah, pernikahan dini, women trafficking dan beberapa jenis 
kekerasan lainnya.65 
Penyebab kemiskinan di Malawi, tidak hanya disebabkan oleh rendahnya 
produktivitas penduduknya, melainkan disebabkan oleh kondisi kelaparan dan 
penyakit HIV/AIDS. Pemeribtah Malawi teralah sejauh ini telah beruaha dan 
mencanangkan Kebijakan Gizi Nasional yang bertujuan untuk mengkoordinasikan 
program keamanan pangan. Program ini didukung oleh beberapa organiasi 
Internasional seperti UN Women dan USAID. Program ini diharapkan  dapat 
meningkatkan produktivitas petani dan pendapatan mereka, yang mengarah ke 
pembangunan pertanian jangka panjang. Program ini juga diharapkan dapat 
meningkatkan daya tahan penduduk dari penyakit-penyakit yang memprihatinkan 
terutama HIV/AIDS.66 
Berdasarkan data-data yang penulis deskripsikan di tas, dapat dilihat 
bahwa kemiskinan merupakan “pandemi” yang kasusnya begitu luas di Malawi. 
Kemiskinan negara ini kemudian mempunyai tendensi pada meningkatnya kasus 
kekerasan pada perempuan alam berbagai aspek. Hal inilah yang kemudian 
menjadikan kemiskinan sebagai salah satu akar dari kekerasan  terhadap perempuan 
di Malawi. 
 
 
 
                                                          
65 Ibid. 
66 Lucy Voegeli, Causes of Poverty in Malawi, diakses dalam: https://borgenproject.org/causes-of-
poverty-in-malawi/, 28 Mei 2018, pukul 15.00 WIB. 
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2.2.1.4 Legal Status Perempuan di Malawi 
Di beberapa negara sub sahara Afrika, pernikahan dini merupakan hal 
yang umum terjadi. Sekitar lebih dari 40 persen perempuan di sub sahara afrika 
menikah sebelum usia 18 tahun. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya 
hukum legal yang memberikan standarisasi pernikahan di bawah umur. Umumnya 
perempuan di kawasan Sub sahara Afrika menikah pada usia kurang dari 15 tahun 
bahkan tak jarang kurang dari 12 tahun. beberapa negara memang ada yang 
menerapkan standarisasi 18 tahun ke atas sebagai persyaratan menikah, bamun 
mayoritas negara sama sekali tidak menjadikan permaslahan undang-undang ini 
sebagai skala prioritas mereka.67 
Banyak perempuan yang terpaksa harus putus sekolah, depresi, menerima 
kekerasan dari keluarganya bahkan bunuh diri karena dipaksa menikah muda. 
Realita  ini menjadi bukti nyata betapa berdampaknya sebuah legal status negara 
bagi para perempuan. Andai kata negara dapat mengandemen peraturan standarisasi 
usia menikah bagi penduduknya, endemi pernikahan dini kemungkinan besar akan 
terduksi secara perlahan. Realita inilah yang juga terjadi di salah satu negara sub 
sahara seperti Malawi. 
Pada dasarnya Konstitusi Malawi mengakui hak perempuan atas 
perlindungan penuh dan setara di mata hukum, dan perlakuan non-diskriminasi 
berdasarkan gender atau status perkawinan mereka. Konstitusi menyerukan 
undang-undang untuk menghapus kebiasaan dan praktik yang mendiskriminasikan 
                                                          
67 Human Right Watch, Ending Child Marriage in Malawi: Opening the Door for Girls’ Education, 
Health, and Freedom from Violence, HRW, 2015, h. 3 
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perempuan. Pemerintah Malawi telah mengembangkan hukum, kebijakan, dan 
program yang mempromosikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi 
perempuan dan anak perempuan. Pemerintah berusaha untuk menyerukan seputar 
persamaan hak, namun tetap pada vrealitasnya, amandemen sepuar standarisasi 
undang-undang pernikahan dini.68 
Tidak adanya standarisasi pada usia pernikahan juga menstimulasi para 
pelaku kekerasan seksual lepas dari jeratan hukum. Meski pada dasarnya 
pemerintah Malawi telah mengkriminalisasikan pelaku pemerkosaan, pelecehan 
terhadap perempuan, namun hal tersebut hanya berlaku bagi perempuan di bawah 
usia 16 tahun, karena berdasarkan hukum di Malawi perempuan yang berusia 16 
tahun telah legal melakukan hubungan Seksual, hal inilah yang kemudian 
memperparah budaya pernikahan dini dan eksploitasi perempuan bahkan yang di 
bawah umur di malawi.69 
Undang-undang seputar batas umur kematangan seksual di Malawi 
tentunya berbeda dengan apa yang telah disepakati unia Indternasional. Ahli hukum 
dan ahli HAM Internasional mendefinisikan rentang usia anak dengan batasan 
sebelum usia 18 tahun. Menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak 
tahun 1989, usia anak-anak merupakan fase usia yang masih belum mencapai usia 
18 tahun. Dalam usia ini, para orang tua atau wali masih berhak untuk mengatur 
dan memenuhi seluruh hak-hak anak dengan baik, terutama dari segi pendidikan. 
Rentang usia ini juga menjadi patokan dalam hal pernikahan, artinya, usia yang 
                                                          
68 Human Rights Watch, I’ve Never Experienced Happiness: Child Marriage in Malawi, New York, 
Human Right Watch Publisher, 2014, h. 9-10 
69 Ibid., h. 12 
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masih belum mencapai 18 tahun dilarang untuk menikah dan melakukan hubungan 
seksual.70  
 “I faced a lot of problems in marriage. I was young 
and did not know how to be a wife. I was pregnant, had to 
look after my husband, do housework, deal with in-laws, and 
work on the farm. My worst time was when I was pregnant; 
I had to do all this and deal with a pregnancy while I was 
just a child myself. (Elina V. Perempuan Malawi yang 
menikah pada usia 15 Tahun)”71 
 
Berdasarkan hasil penelitian dari Human Right Watch, terdapat kurang 
dari 10 persen perempuan yang merasa hidupnya terbantu karena perikahan dini. 
kutipan di atas, menunjukkan statement langsung salah satu sampel penelitian ini 
yang bernama Elina V (ibu rumah tangga korban pernikahan dini di Malawi 
menyatakan bahwa dia mengalami masalah yang cukup rumit ketika harus memilih 
pasrah untuk dinikahkan pada usia 15 tahun. hal paling sulit yang dia alami adalah 
ketika dia hamil dan imunitas tubuhnya tidak stabil karena masih kategori anak-
anak.72 
Pada konstitusi tahun 1994, perempuan di Malawi pada dasarnya sudah 
tidak diizin kan menikah ebelum usia 18  tahun, namun bagi mereka yng ingin 
menikah sebelum usia tersebut, maka tidak akan dikenai sangsi hukum berarti. 
Konstitusi 1994 pada section 22 menyebutkan perempuan diperbolehkan menikah 
sejak usia 15 tahun dengan izin wali atau orang tuanya. Hal inilah yang lantas 
menstimulasi peningkatan pernikahan dini di Malawi dan fenomena perempuan 
                                                          
70 Pasal 1, Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa 
Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989. 
71 Human Rights Watch, Ending Child Marriage in Malawi: Opening the Door for Girls’ Education, 
Health, and Freedom from Violence, HRW, 2015, h. 3 
72 Ibid. 
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putus sekolah karena mereka lebih memilih mengikuti saran orang tua mereka 
untuk menikah sebelum mereka berusia 15 tahun. 
Section 22 konstitusi Malawi 1994 
For persons between the age of fifteen and eighteen years a 
marriage shall only be entered into with the consent of their 
parents or guardians.73 
 
Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa legal status perempuan di 
Malawi mengizinkan anak-anak dengan batas awal usia 15 hingga 16 tahun untuk 
melakukan kegiatan seksual, bahkan menikah. Realita undang-undang ini yang 
lantas membuat perempuan terutama yang masih di bawah umur menjadi korban 
siksaan psikis dan fisik. Batas usia 15 tahun juga sepertinya tidak begitu menjadi 
patokan usia bagi penduduk setempat yang mayoritas bermukim di rural area. Tak 
jarang mereka menikahkan anaknya di bawah usia 16 tahun ( lihat sub bab 2.2.2.1). 
 
2.2.2 Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan 
2.2.2.1 Pernikahan Dini 
Pernikahan dini atau child marriages merupakan fenomena yang kerap 
kali terjadi berbagai penjuru dunia, terutama di negara-negara miskin. Hal ini terjadi 
umumnya dikarenakan kedaan sosial ekonomi keluarga yang begitu rendah, 
sehingga beberapa keluarga lebih memilih untuk menikahkan anak perempuannya 
dengan segera agar beban hidup mereka sebagai orang tua semakin berkurang. 
                                                          
73 African Policy Forum, Nimum Age Of Marriage In Africa, 2013, h. 8 
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Kebudayaan patriarki di negara-negara miskin yang menganggap perempuan 
sebagai gender dengan tingkat produktivitas yang yang rendah mengakibatkan 
angka pernikahan dini semakin tinggi di dunia. 
Berdasarkan data yang dirilis oleh UNFPA74, setiap harinya terdapat 
39.000 perempuan yang menikah di usia dini.75 Dalam prediksinya, menurut 
UNFPA, anatara tahun 2011 hingga 2020 akan ada 140 juta perempuan yang 
menikah di usia dini. Tentunya angka tersebut merupakan angka yang sangat besar 
dan akan semakin mengurangi produktivitas perempuan, mengingat akan lebih 
banyak lagi perempuan-perempuan yang akan terbatasi hak pendidikannya ketika 
mereka melakukan pernikahan dini. Lebih lanjut lagi, UNFPA menyatakan bahwa 
50 juta dari 140 juta perempuan dalam angka prediksi tersebut akan menikah di 
bawah usia 15 tahun dan sisanya di bawah 18 tahun. Menurut UNFPA angka 
pernikahan dini terbesar terjadi di kawasan Afrika, salah satu kontributor 
terbesarnya adalah Malawi.76 
 
                                                          
74 United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) adalah sub organisasi PBB dengan tugas 
utama sebagai financial support organization untuk meningkatkan kualitas SDM. 
75 Standar usia minimum untuk menikah (marriagaeble age) yang disepakati mayoritas negara-
negara dalam the 1962 Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage, and 
Registration of Marriages adalah 18 tahun. Namun hal ini bukanlah batas mutlak, setiap negara 
masih berhak menentukan batas minimum usia pernikahan. Sebagaian kecil negara membarikan 
batasan 16 tahun. 
76 UNFPA, UNICEF, UN WOMEN, Every Women and Every Child, New York: United Nation, 
2013, h. 1 
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Diagram 2.2 Sepuluh Negara dengan angka pernikahan Dini Tertinggi di 
Dunia 2010-2011 77 
 
Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat bahwa Malawi merupakan 
negara dengan angka pernikahan dini tertinggi ke delapan dan menduduki peringkat 
ke 6 di kawasan Afrika. Angka pernikahan dini di Malawi mencapai angka 50% 
yang berarti separuh dari perempuan di bawah usia minimal pernikahan tidak 
mendapatkan haknya yang layak sebagai anak-anak dan harus memilih untuk 
menikah di usia dini, yang artinya 1 diantara 2 anak perempuan di malawi telah 
melakukan pernikahan dini. 
Faktor utama yang menstimulasi tingginya angka pernikahan dini di 
Malawi adalah faktor tingginya tingkat kemiskinan. Menurut Rachel Williams 
dalam tulisannya yang berjudul Problem of Child Marriage in Malawi Linked to 
Poverty pernikahan dini di Malawi sangat berhubungan dengan tingkat kemiskinan 
negara tersebut. Banyak orang tua terpaksa menikahkan anak perempuannya guna 
                                                          
77 UNFPA, Marriying too Young and Child Marriage, New York: UNFPA, 2012, H. 23 
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memperbaiki status ekonomi dan segera terlepas dari tanggung jawab material 
menghidupi anak perempuannya. Sebuah Keluarga terkadang memberi anak 
perempuan mereka menikah dalam sebuah pertukaran yang disebut kupimbira78 
untuk melunasi hutang mereka. Umumnya pernikahan dini di Malawi terjadi pada 
usia sekolah dasar dan sekolah menengah.79 
 
Tabel 2.5 Jumlah Anak Perempuan Yang Melakukan Pernikahan Dini 
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Di Malawi 201080 
Jenjang Pendidikan Jumlah 
Tingkat Sekolah Dasar 27.612 
Tingkat Sekolah Mengengah  4.053 
Jumlah:                                                                              31.665 
 
Berdasarkan data tabel 2.5 , dapat dilihat bahwa pernikahan dini di malawi 
kerap kali terjadi pada anak perempuan usia sekolah dasar, artinya dibawah usia 15 
bahkan 12 tahun. Angka pernikahan dini pada sekolah mengengah sedikit lebih 
rendah dibandingkan dengan angka pernikahan dini di usia sekolah dasar. Usia 
sekolah menengah dapat dikategorisasikan usia 18 ke bawah. 
Dengan tingginya angka pernikahan dini di Malawi ini tentunya akan 
memberikan dampak negatif terhadap anak perempuan yang melakukannya. 
                                                          
78 Kupumbira adalah sebuah tradisi menukarkarkan anak perempuan sebagai sebuah balas budi atau 
sebuah pengganti dari hutang yang tak kunjung terlunasi di Malawi. 
79 Rachel Williams, Problem of Child Marriage in Malawi Linked to Poverty, The Borgen Project, 
Oktober 2016, diakses dalam: https://borgenproject.org/child-marriage-in-malawi/, 20 Oktober 
2017, pukul 20.25 WIB. 
80 Ibid. 
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Perkawinan anak memiliki dampak negatif  yang begitu masif terhadap kehidupan 
dan masa depan kaum perempuan. Dampak-dampak negatif tersebut diantaranya, 
tmemperlambat realisasi hak asasi manusia dan wanita atas hak asasi manusia, 
termasuk hak mereka atas kesehatan, pendidikan, untuk bebas dari kekerasan fisik, 
mental, dan seksual.81 
Berdasarkan data-data yang penulis uraikan di atas, dapat dilihat bahwa 
problematika pernikahan dini di Malawi merupakan fenomena yang cukup masif, 
sehingga menjadikan Malawi sebagai negara dengan angka pernikahan dini  
tertinggi di dunia. Tentunya hal ini membutuhkan peran semua pihak dan kalangan 
guna mereduksi budaya pernikahan dini di Malawi. Pernikahan dini di Malawa juga 
mempunyai kaitan erat dengan women trafficking, yang akan penulis jelaskan pada 
sub bab selanjutnya. 
 
2.2.2.2 Women Trafficking 
Dalam kaitannya dengan pernikahan dini, isu ini juga mempunyai tendensi 
dan erat kaitannya dengan women trafficking. Menurut Human Rights Watch kasus 
di mana pernikahan dini terjadi akan semakin mengekspos anak perempuan 
terhadap kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan 
seksual. Beberapa gadis yang menolak perkawinan dini secara paksa mengatakan 
bahwa mereka diancam, dianiaya secara verbal, atau diusir dari rumah mereka oleh 
keluarga mereka. Yang lain mengatakan bahwa mereka dianiaya secara verbal atau 
                                                          
81 Human Right Watch, I’ve Never Experienced Happiness: Chid Marriage in Malawi, Human Right 
Watch, 2014, h. 2 
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fisik oleh suami dan mertua mereka. Yang lain mengatakan bahwa suami mereka 
meninggalkan mereka dan membiarkan mereka merawat anak-anak tanpa 
dukungan finansial, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka menjadi miskin. 
Dalam beberapa kasus, pernikahan dini juga mempunyai rantai terkait dengan kasus 
women trafficking. Banyak para perempuan yang pada akhirnya dijual oleh suami 
mereka sebagai pekerja seks guna menopang kebutuhan keluarga.82 Hal-hal ini 
tentunya sangat berhubungan dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. 
Kemiskinan di Malawi mempunyai berbagai macam akibat. Tidak hanya 
dampak terhadap pernikahan dini dan kekerasan terhadap perempuan, melainkan 
juga “melahirkan” berbagai akibat lainnya. Salah satu akibat dari kemiskinan di 
Malawi adalah kasus women trafficking yang sangat beresiko tinggi bagi para 
perempuan dan penyebaran penyakit seksual di Malawi.  
Berdasarkan letak georafinya, Malawi merupakan negara yang memiliki 
keunggulan dalam sektor pertanian. Namun sayangnya keunggulan sektor pertanian 
yang dimiliki oleh Malawi tidak cukup untuk membawa negara ini menjadi negara 
maju dan sejahtera. Berdasarkan laporan UNICEF, negara ini tidak ini masih 
dikategorikan negara miskin di dunia yang peringkatnya berda di tingkatan yang 
memprihatinkan. Parameter kemiskinan negara ini didasarkan pada pada 
pendapatan penduduknya yang berada di bawah rata-rata penduduk sejahtera, yaitu 
dibawah 0,20 sen dollar, atau sekitar tiga ribu rupiah perhari.83   
                                                          
82 Ibid. 
83 UNICEF, The Situation of Women and Children, diakes dalam: 
https://www.unicef.org/malawi/children.html, 17 Februari 2018, pukul 20 55 WIB 
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Salah satu dampak dari kemiskinan di Malawi adalah terjerumusnya 
perempuan dan anak-anak ke dalam tindakan women trafficking. Praktek women 
trafficking di Malawi masih dianggap legal oleh pemerintah karena tidak ada 
undang-undang yang mengatur tentang tindakan ini.84 Tindakan women trafficking 
di Malawi umumnya dipraktekkan berdasarkan izin dari pihak  keluarga korban. 
Para pelaku women trafficking ini umumnya menjanjikan pekerjaan yang persuasif 
bagi korban dan keluarganya, sehingga mereka akhirnya tertarik untuk ikut. Pada 
akhirnya para korban akan dieksploitasi sebagai pelacur atau pekerja seks 
komersial.85 
. Selain pernikahan dini masalah lain yang berhubungan dengan 
kemiskinan di Malawi adalah isu women trafficking yang semakin menambah 
kompleksitas perlindungan perempuan dari kekerasan gender di negara ini. 
Berdasarkan laporan Malawi police service, sejak tahun 2013 hingga 2014 
merupakan puncak dari perdagangan manusia di negara ini. Sepanjang rentang 
tahun tersebut telah ditemukan 27 kasus perdangangan manusia dengan dengan 242 
Korban dan hanya 3 orang merupakan laki-laki dan sisanya adalah perempuan. 
Angka ini merupakan angka yang termasuk besar apalagi para korbannya adalah 
mayoritas perempuan.86 
Umumnya para korban perdagangan manusia ini tidak hanya dieksploitasi 
secara seksual, melainkan juga dijadikan sebagai buruh dengan upah minim bahkan 
                                                          
84 Human Right Watch, Op.Cit., h. 19 
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tanpa upah. Buruh-buruh korban perdagangan manusia ini umumnya dipekerjakan 
di industri tembakau dan rokok, selain itu mereka juga dipekerjakan sebagai 
pelayan di bar-bar dan pusat hiburan di beberapa distrik di negara Malawi.87 
Berdasarkan data-data ini dapat dilihat bahwa kemiskinan di Malawi tidak hanya 
berdampak pada pemaksaan dalam melakukan pernikahan dini, melainkan juga 
berimplikasi pada dampak lainnya seperti yang telah penulis bahas yaitu women 
trafficking. 
 
2.2.2.3 Sexual Cleansing 
Seperti yang kita ketahui, negara di berbagai belahan dunia memiliki 
tradisi dan kebudayaannya masing-masing. Tak jarang dari beberapa tradisi yang 
telah dipraktekkan secara turun-temurun sudah tidak layak lagi untuk 
diimplementasikan pada era modern seperti saat ini. Di Malawi, terdapat tradisi 
kontroversial yang masih dipraktekkan hingga saat ini. Tradisi tersebut adalah 
tradisi Sexual cleansing yang dalam prakteknya menjadikan kaum perempuan 
sebagai objek seksualitas di luar nikah sebagai tujuan untuk menghindarkan 
perempuan tersebut dari ancaman penyakit dan gangguan roh jahat.  
Praktek sexual cleansing dikenal sebagai praktek pembersihan fisik dan 
jiwa seorang perempuan di Malawi. Tradisi ini biasa dilakukan terhadap anak 
perempuan yang baru memasuki periode pertama masa haid atau datang bulan. Para 
perempuan yang baru memasuki masa puber dan setelah menuntaskan masa haid 
pertamanya akan dipaksa untuk berhubungan intim dengan sorang pria yang disebut 
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dengan julukan “hyena” dengan tanpa menggunakan kondom, karena jika tetap 
menggunakan kondom, dianggap tidak akan efektif.88 
Hyena merupakan provesi pria-pria yang dianggap dapat membersihkan 
para anak gadis dari berbagai pengaruh buruk. Umumnya “Hyena” akan dupah 
sebanyak 4 hingga 7 dollar untuk setiap kali prosesi seksual cleansing. Tradisi ini 
sangat dikecam oleh dunia internasional mengingat secara teknis praktek ini 
melibatkan anak perempuan pada masa haid pertama yang umumnya berusia 9 
hingga 15 tahun. Usia tersebut adalah usia dimana seorang anak tidak sharusnya 
dijadikan objek seksualitas atas nama kebudayaan.89 
Tradisi ini semakin menjadi kontroversial mengingat para “hyena” 
merupakan pria yang terus menerus malakukan hubungan sexual cleansing yang 
artinya mereka akan bergonta ganti pasangan dalam setiap prosesnya. Hal ini 
tentunya akan semakin mempermudah penularan penyakit kelamin termasuk 
HIV/AIDS yang setiap tahunnya semakin meningkat di Malawi.90 Hingga saat ini 
(2015-2016), dari sekitar 18 juta penduduk, 1 juta penduduk Malawi terinveksi 
HIV/AIDS. Aktivitas seksual seperti women trafficking, dan sexual cleansing 
menjadi fenomena yang semakin memperparah penularan penyakit ini.91 
Praktek sexual cleansing juga dikenal dengan praktek dengan istilah lain 
yaitu widow cleansing atau kupita kufa dalam bahasa Malawi. Widow cleansing 
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sama halnya dengan sexual cleansing, namun praktek ini dilakukan terhadap 
perempuan yang baru bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Praktek ini 
dianggap wajib dilakukan oleh setiap janda di Malawi guna sebagai ritual untuk 
pembersihan jiwa dari pengaruh roh jahat sekaligus sebagai simbol terputusnya 
hubungan antara janda dan mantan suaminya.92 
Ritual widow cleansing ini juga otomatis menjadi simbol kepemilikan aset 
dan harta pasca perempuan menjadi janda, artinya ketika ritual ini telah dilakukan, 
maka otomatis seluruh harta suami yang meninggal, resmi dimiliki oleh istri yang 
telah menjadi janda.93 Praktek sexual cleansing juga diberlakukan bagi perempuan 
pasca aborsi di luar nikah, guna sebagai simbol memutus tali hubungan dengan pria 
yang telah menghamili perempuan tersebut.94 
Praktek ini sexual cleansing hingga saat ini masih dilestarikan oleh 
sebagian besar penduduk di Malawi. Praktek ini tetap dianggap sebagai praktek 
sakral dan didukung oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat di Malawi.95 Praktek 
ini sekaligus semakin memperparah angka kekerasan gender terhadap kaum 
perempuan di negara tersebut. Ironinya praktek ini hanya diatargetkan terhadap 
perempuan yang secara tidak langsung hanya menjadikan kaum perempuan sebagai 
diktat seksual patriarki yang mengatas namakan agama.  
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2.3 Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan 
Kekerasan terhadap perempuan di Malawi mempunyai berbagai macam 
dampak. Dampak ini bersifat berantai ke mempengaruhi seluruh aspek. Tidak 
hanya pasangannya yang mendapatkan dampak buruk kekerasan, melainkan juga 
pada kondisi anak dan masa depan anak. Dalam sub bab ini, penulis akan 
mendeskripsikan dampak-dampak kekerasan terhadap perempuan yang kerap kali 
terjadi di Malawi. 
Pihak yang kerap kali menerima dampak kekerasan ini, tentunya kaum 
perempuan. Perempuan yang dipaksa menikah dini, perempuan korban kekerasan 
rumah tangga, perempuan yang dilecehkan, perempuan yang tidak dinafkahi dan 
hanya dijadikan pelayan di rumahnya. Banyak diantara perempuan perempuan ini 
yang memelih diam demi keutuhan rumah tangga dan memelihara citra yang baik 
di hadapan masyarakat sekitar, namun pada akhirnya berdampak pada kondisi 
pisikis mereka.  
Berdasarkan laporan tahunan Human Right Watch, banyak perempuan 
perempuan di Malawi yang telah menjadi korban kekerasan langsung dan tidak 
langsung oleh suami-suami mereka. Para suami tidak pernah sadar akan tanggung 
jawabnya. Mereka umumnya hanya menghabiskan waktu untuk mabuk dengan 
rekan-rekan sejawatnya, dan ketika pulang ke rumah, mereka kerap kali melakukan 
kekerasan fisik terhadap istri mereka.96  
“I experienced a lot of problems in my marriage. We had 
no food or clothes. We washed our clothes with leaves. My 
husband beat me at least twice a week and he used to force me to 
                                                          
96 Human Rights Watch, I’ve Never Experienced Happiness: Child Marriage in Malawi, New York, 
Human Right Watch Publisher, 2014, h. 5-13 
 
  
67 
 
have sex with him. Also, I was not allowed to go out of the home” 
Rose M. Ibu dua orang anak yang menikah saat usia 16 Tahun di 
Malawi.97 
 
Informan di atas adalah Rose M., salah satu informan yang diwiwancarai 
Human Right Watch pada tahun 2013. Dia merupakan ibu dua orang anak yang 
hidup dalam garis kemiskinan dengan persediaan pangan dan sandang yang minim. 
Suaminya tidak pernah menafkahinya. Untuk sekedar mencuci baju keluarganya, 
dia menggunakan daun, bukan detergen. Suaminya kerap pulang dalam keadaan 
mabok dan memukulnya. Kekerasan fisik dan seksual juga kerap kali dia terima 
dari suaminya. Dia juga tidak diizinkan keluar rumah oleh suaminya. 
I faced a lot of abuse in my marriage. My husband had 
an affair. He would beat me when he returned home. Whenever 
he was drunk, he would beat me for no reason. Every time he beat 
me, I would pack my clothes and go to my grandmother’s house 
but she did not help me. When I talked to my husband’s relatives, 
they used to tell me that that is how marriage life is and I should 
go back to my husband. Chanika B. Menikah saat berusia 15 
Tahun.98 
 
Informan berikutnya adalah Chanika B., seorang istri di Malawi. Dia 
mengalami dampak psikis yang cukup kompleks. Suaminy berselingkuh dan kerap 
kali memukulnya. Hampir setiap hari dia mengalami kekerasan fisik yang 
dilakukan oleh suaminya. Suaminya juga kerap kali pulang dalam keadaan mabuk. 
Ketika dia memilih untuk meminta pertolongan neneknya, neneknya tidak bisa 
melakukan apapun. Hal serupa juga dialaminya ketika dia datang menemui kerabat 
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suaminya. Mereka hanya merespon seolah-olah hal yang dialami oleh Chanika 
merupakan hal yang normal dalam keluarga.  
Tingginya kekerasan terhadap perempuan di Malawi pada akhirnya juga 
memberikan dampak berantai lainnya, yaitu perceraian. Setelah permasalahan 
kekerasan, tak jarang perempuan yang memelih untuk bercerai, dan sisanya 
memilih bertahan dengan kondisi yang mereka alami. Pada tahun 2014, terdapat 
sebanya 40 gugatan perceraian setiap bulannya. Pada tahun 2015, ditemukan 
setikadnya 722 pasangan yang bercerai. Angka ini merupakan angka yang cukup 
tingga jika dilihat dari populasi Malawi yang hanya sekitar 15,9 juta.99 
Bukan tidak mungkin relaita ini akan berdampak pada aspek lain, misalnya 
hak-hak anak yang pada akhirnya putus sekolah karena perceraian orang tuanya. 
Kondisi meningkatnya jumlah angka perceraian juga mempunyai tendensi pada isu 
women trafficking, dan dampak dampak lainnya. Data data di atas menunjukkan 
betapa buruknya kondisi kekerasan terdap perempuan dan dampaknya. 
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